
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN 

UMUM NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, 
PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU BADAN PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, 

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA 

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT 
PEMUNGUTAN SUARA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan 

tahapan pemilihan umum di luar negeri, perlu pengaturan 
mengenai pembentukan pengawas tempat pemungutan 

suara luar negeri dan pengawas kotak suara keliling untuk 
membantu tugas, wewenang, dan kewajiban panitia 
pengawas pemilihan umum luar negeri dalam melakukan 

pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan 
suara di luar negeri; 

  b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian 
Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia 
Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas 
Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, 
Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan 
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Suara perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu 

diubah; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, 
Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan 

Suara; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6863); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 

  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 
Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan 

Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 
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Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar 
Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian 
Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia 
Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas 
Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070); 
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan 
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
411); 

  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); 
 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BADAN 
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN 
PENGGANTIAN ANTARWAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN 

SUARA. 
 

Pasal I 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 

2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian 
Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas 
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat 
Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1892) yang telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum: 
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a. Nomor 10 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 350); 
b. Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 422); 
c. Nomor 4 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 1070); 

 
diubah sebagai berikut: 

 
1. Judul Bagian Kelima Bab VI diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Bagian Kelima 

Panwaslu LN, Pengawas Tempat Pemungutan Suara Luar 
Negeri, dan Pengawas Kotak Suara Keliling 

 
2. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 3 (tiga) pasal, 

yakni Pasal 44A, Pasal 44B, dan Pasal 44C sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 44A 
Selain membentuk dan menetapkan Panwaslu LN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bawaslu dapat 
membentuk dan menetapkan pengawas tempat 

pemungutan suara luar negeri dan/atau pengawas kotak 
suara keliling untuk membantu pelaksanaan tugas, 
wewenang, dan kewajiban Panwaslu LN sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 44B 
(1) Bawaslu dalam membentuk pengawas tempat 

pemungutan suara luar negeri dan/atau pengawas 
kotak suara keliling sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44A melakukan: 

a. pemetaan terhadap kebutuhan pembentukan 
pengawas tempat pemungutan suara luar negeri 

dan/atau pengawas kotak suara keliling di 
masing-masing wilayah kerja Panwaslu LN;  

b. koordinasi dengan kementerian terkait; dan 
c. penyusunan pedoman mengenai tata cara dan 

mekanisme pembentukan dan penetapan 

pengawas tempat pemungutan suara luar negeri 
dan/atau pengawas kotak suara keliling. 

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c ditetapkan dalam Keputusan Ketua Bawaslu. 

 
Pasal 44C 

(1) Pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan 

pengawas kotak suara keliling sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44A dibentuk paling lambat 23 

(dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara 
dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 

hari pemungutan suara di masing-masing wilayah 
kerja Panwaslu LN. 
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(2) Pengawas tempat pemungutan suara luar negeri dan 

pengawas kotak suara keliling sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan 

merupakan bagian dari Panwaslu LN. 
 

Pasal II 
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Desember 2023 
 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 

RAHMAT BAGJA 
 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023 

 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 

 
    ttd. 

 
ASEP N. MULYANA  
 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1078 

 
 

Sesuai dengan naskah aslinya 
SEKRETARIAT JENDERAL 
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

Kepala Biro Hukum dan Humas 

Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja 


